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A. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No0.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

No

Huruf Nama - Keterangan
Arab Latiy . g

Tidak

4
J
12 o4 sa’ S -
13 o syin sy -
14 ol sad s es der;izlathitik di




15 Ul dad d de dengan titik di
bawah
16 h ta’ ¢ te dengan titik di
bawah
17 ) za’ . zet dengan titik di
bawah
18 g ain ¢ koma terbalik di atas
d
<

B.

C.

ditulis leng
43 daal

Ta’ Marbutah

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan

harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis

dengan “t” atau “h”.

Contoh: hdl) 38 ; . Zakat al-Fifri atau

Zakah al-Fifri

- ditulis Ahmadiyyah

Vi



2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: szl 7alhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan
bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ Marbutah
itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: E\J.ﬂ\ a-*"JJ Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata

bahasa -Arab, s
ri dari vokal tun

e Kasrah 1 i

i Dammah u u

Contoh:
S Kataba R - Yazhabu

vii




d:‘“ —Su’ila JSJ — Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harakat dan huruf,
transliterasinya sebagai berikut:

No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 ! Fathah dan ai a dan i
2 g au adanu

E.
maddah yang a berupa
f transliterasinya
No Tanda

Vokal

Nama

bergaris atas

3 P garis atas
4 9 u bergaris atas
Contoh:
Ogad - Tuhibbiina
CJM!‘ s al-Insan

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan

dalam Satu

Kata dipisahkan dengan Apostrof

viii



a:\-m . a’antum
‘:‘-UA . mu’annas
Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J!') ditulis dengan
huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan
“al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkag (|dhafah) maka dihilangkan.

1. :
2. 3 addimah  Kkitabnya
3. am yakun.
4.
5.

tulis al=Qur’an
6. i huruf® Syamsi | diganti

f Syamsiyah yang

itulis as-Sayyi ‘ah
Syaddah atau Ta
Syaddah

333‘ > al-Wudd
Kata Sandang “J\”
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan

G‘l 2

huruf
Contoh:



O Al - al-Qur’an
) : al-Sunnah
J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak
mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini
disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang
berpedoman pada Pedgman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) ulisan huruf kapital pada
awal kalimat, na ata sandang “al”, dll.
Contoh:

ah hanya
dan kalau
uruf atau
ital tidak

am tulisan Arabn
n kata lain sehi
ihilangkan, ‘mak

di atas (° tengah atau di

akhir kata. k di depan Kata,

maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:

Gl e}b sl : Thya’ ‘Ulum al-Din
L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja),
isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata




tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf

Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

CJ,-.&}U” BTG YA! &S wa innallaha lahuwa

khair al-Razigin

M. Kata Dalam Ran

dan Kalimat
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ABSTRAK

Allaily Nuzulia Savana, 2024. Pemenuhan Hak Administrasi
Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi di
Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan).
Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti

Penelitian ini m nuhan hak administrasi
kependudukan bagi uan jiwa (ODGJ) di
Desa Kalirejo,

memiliki i n mereka
tidak me osial dan
kesehatan Penelitian
enuhinya
implikasi

ndudukan bagi
si tersebut.

terkait pemenuh ndudukan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor kurangnya kesadaran
hukum masyarakat serta minimnya inisiatif dari pemerintah
desa menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya hak
administrasi kependudukan bagi ODGJ. Implikasi dari hal ini
adalah ODGJ tidak mendapatkan layanan kesehatan dan
bantuan sosial yang semestinya, yang memperburuk kondisi
mereka dan meningkatkan marginalisasi sosial.
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ABSTRACT

Allaily Nuzulia Savana, 2024. Fulfillment of Population
Administration Rights for People with Mental Disorders
(Study in Kalirejo Village, Talun District, Pekalongan
Regency). Thesis of the Constitutional Law Study Program,
Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qo iyah, M.A.

This research di ulfillment of population

administration righ mental disorders
(ODGJ) in Kali

Regency. Bas

Population

right to o Resident
Identity wever, in
practice, not have

populatio , resulting in the access to
i alth services that
analyze the reas ulfillment
istration rights
om this situation.

sed in this resear

fulfilling popula

The rese
of legal awareness and lack of initiative from the village
government are the main causes of the non-fulfillment of
population administration rights for ODGJ. The implication
of this is that ODGJ do not receive proper health services
and social assistance, which worsens their condition and
increases social marginalization.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Setiap warga negara Indonesia berhak atas
pelayanan administrasi kependudukan yang layak,
sebagaimana diatur dalam Perubahan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 200 al 3 tentang Administrasi
Kependudukan. Pas ajibkan setiap individu

perubahan doku termasuk
KK) dan Kartu uduk (E-
penting.. lainny. kelahiran,
awinan, dan status
menjamin
dudukan secara

mereka ya duduk Rentan
Administrasi orban bencana,
orang terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019,
kelompok ini mencakup Orang Dengan Gangguan Jiwa

! Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi,
Pasal 3

% Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan



(ODGJ), yang sering kali mengalami kendala dalam
memperoleh dokumen kependudukan.® Definisi ODGJ,
menurut KBBI, adalah individu yang mengalami
gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, sehingga
mereka kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Di
Desa Kalirejo, terdapat 10 ODGJ, dan di antaranya 4
orang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
Kartu Keluarga (KK), p al dokumen tersebut penting
untuk mengakses lay: atan, bantuan sosial, dan
layanan ekonomi . TP, ODGJ tidak bisa
diperlukan atau
bantuan so i dan pekerjaan

na stigma
sosial minasi  yang mereka
s ke[ fasilitas u
alirejo” menunju
unyikan. status O

identitas mereka

keluarga
tat, yang
penerima
kabupaten

terpenuhi
masyarakat.

Pemerintah Desa dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan

* Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang
Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk
Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 2 Ayat (1)

* Syaiful Huda, Ketua Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), Kantor
Balai Desa Kalirejo, 13 Mei 2024.



memiliki peran krusial dalam meningkatkan akses Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terhadap dokumen
kependudukan, seperti KTP. Pemerintah Desa, sebagai
pengelola dan pelindung warganya, wajib menjamin
pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ,
sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin
pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
bagi semua warga n Disdukcapil Kabupaten
Pekalongan telah me endekatan “jemput bola™
untuk memfasili

berbagai
s mereka
ke lay: i ah sakit,
i i n waris.
berfungsi

al serta prinsip
syariat kemaslahatan.
Sayangnya, tujuan hukum yang ideal ini sering kali sulit

> Wildan Fauzi Muchlis. “ODGJ Perlu KTP”,
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-perlu-
ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%200DGJ%20dan%200rang.dianggap
%20kebanyakan%200rang%20tidak%20memerlukanya. (Diakses pada
Mei 2024).



https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-perlu-ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%20ODGJ%20dan%20orang,dianggap%20kebanyakan%20orang%20tidak%20memerlukanya
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-perlu-ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%20ODGJ%20dan%20orang,dianggap%20kebanyakan%20orang%20tidak%20memerlukanya
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-perlu-ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%20ODGJ%20dan%20orang,dianggap%20kebanyakan%20orang%20tidak%20memerlukanya

tercapai di tingkat pelaksanaan, terutama karena
kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya
dokumen kependudukan bagi ODGJ.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak
administrasi kependudukan bagi ODGJ bukan hanya
sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk
keadilan sosial yang memungkinkan ODGJ mengakses
layanan dan hak-hak mergha sebagai warga negara. Oleh
karena itu, penelitian j ngevaluasi implementasi

penyebab tidak
knya terhadap
ng penulis
ISTRASI

C. Tujuan Penel
Sesuai dengan pokok masalah yang telah
dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai
berikut:
1. Untuk menganalisis alasan-alasan tidak diberinya hak
administrasi  kependudukan bagi orang dengan
gangguan jiwa.



2. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi atas
tidak dipenuhinya hak administrasi kependudukan bagi
orang dengan gangguan jiwa.

D. Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ilmiah, tentunya memiliki
kegunaan baik secara teoritis atau praktis. Adapun
kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teoritik

eneliti, Penulis berharap

dan~hukum k
amping( itu .diha
refrensi_dan me i data bagi
nya yang meneliti

lam memenuhi
ambil kebijakan,
diharapkan menjadi masukan dan bahan evaluasi
tugasnya dalam memenuhi hak administrasi dan
distribusi  pembangunan khususnya pada ODGJ.
Sedangkan bagi masyarakat khususnya di tingkat desa
sebagai pengetahuan agar dapat meningkatkan
keasadarannya dalam mendukung pemenuhan hak
kepada penederita gangguan jiwa.



E. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian ini penulis telah
melakukan penelitian atau riset terlebih dahulu yang
relevan dengan tema yang akan dikaji, beberapa penelitian
yang relevan namun berbeda dari penelitian ini antara lain:

Pertama, Penelitian tentang implementasi kebijakan
pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan
administrasi kependudukaagmtelah dilakukan sebelumnya,

Pemenuhan Hak
an Administrasi

020 dan
n telah
hambatan
da, yang
ndudukan
Kalirejo,"

dengan baik,
an “koordinasi. P
han “Hak_Admini

2022) menilai
kan bagi Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten
Karanganyar dengan berfokus pada efektivitas layanan
jemput bola serta kemudahan persyaratan dokumen

® Ulum Rahmahgiani, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di
Kabupaten Kebumen” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri
Yogyakarta, 2024).



melalui pendekatan deskriptif kualitatif, menekankan pada
keberhasilan administratif serta hambatan internal dan
eksternal. Berbeda dengan itu, penelitian penulis yang
berjudul "Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan
Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa" di Desa Kalirejo,
Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, mengkaji
faktor sosial dan budaya yang memengaruhi rendahnya
kesadaran hukum masyaralat terhadap hak ODGJ, serta
peran pemerintah m memastikan akses
kependudukan. K jan ini terletak pada
pendekatan me I ti ang mengungkap
hambatan i
pemaha

inistrasi kepend
litian M.Y. Abe
aktor: penghamb

ekomendasikan
kepada keluarga
serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan
manfaat KTP-el bagi ODGJ. Sebaliknya, penelitian
penulis yang berjudul "Pemenuhan Hak Administrasi

7 Ratih Hapsari, “Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) atas Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Karanganyar” Skripsi Hukum (Surakarta: Universitas Sebelas
Maret, 2022).



Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa" di
Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan,
menitikberatkan pada analisis mendalam tentang
kesadaran hukum masyarakat desa dan peran pemerintah
desa dalam pemenuhan hak administrasi ODGJ. Kebaruan
penelitian ini adalah pengungkapan hambatan unik di
tingkat desa, seperti stigma sosial dan rendahnya
kesadaran masyarakat dap pentingnya dokumen
ga menambah perspektif

Jawab < Pemerint Penderita
StudiPada" Din i
’, ditekankan bah
an untuk mem
abilitasi bagi pen

ita gangguan _ji

angkah-langkah
tersebut, pera erintah terhadap
gangguan jiwa belum sepenuhnya terpenuhi karena masih
banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar. Penelitian
ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan

8 M. Y. Abel Hafis Yiris, “Optimalisasi Pelayanan Jemput Bola
Ktp-El Dalam Pemenuhan Hak Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa)
Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten
Klaten” Skripsi S1 Hukum (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2023).



dilakukan, yaitu keduanya membahas peran dan tanggung
jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa.
Namun, perbedaannya terletak pada tahun penelitian dan
lokasi penelitian yang berbeda.” Dengan demikian,
penelitian yang akan dilakukan akan memberikan
kontribusi tambahan dalam memahami peran pemerintah
terhadap penderita gangguan jiwa dari perspektif yang
berbeda.

Kelima, Peneliti dilakukan oleh Dika
Andrian Putri, se jurusan IImu Hukum

Fakultas Syar’ itas Islam Negeri
walisongo ajuk “Analisis
Kebijak i uhan Hak

1”. Dalam
Daerah di
an Dinas
enuhi hak

, khususnya Din
urang maksimal
n jiwa. Halini d
yanan kesehatan
fasilita yang cukup maha

itian ini
an

memenuhi
penelitian ya

Jiwa. Namun,
edaan dari segi

S Chintya Anggraini, “Analisis Figh Siyasah terhadap Peran dan
Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi pada
Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi S1 Hukum Tata
Negara (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan , 2021), h. 66.

% Dika Adrian Putri, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Kendal”,
Skripsi S1 Hukum (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo,
2020), h. 135
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lokasi dan waktu penelitian. Peneliti akan membahas lebih
lanjut peran dan tanggung jawab pemerintah Desa dalam
menegakan hak administrasi kependudukan penderita
gangguan jiwa dari perspektif fikih siyasah. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan  kontribusi  dalam
meningkatkan pemahaman tentang peran pemerintah
daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa
dan menyediakan rekgaendasi untuk peningkatan
pelayanan kesehatan t derita gangguan jiwa.

mnya yang mengkaji

ri merupakan ura
akan dalam m
penelitian-ini le an tepat,
karangka
ikir yang
g relevan

individu elakukan suatu
tindakan, rah llahi dan
berkaitan erat dengan martabat manusia. Hak asasi
diakui tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit,
kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status
sosial, bahasa, atau status lainnya. Hak Administratif
adalah salah satu jenis hak yang penting, meliputi
tindakan administratif pemerintah seperti pengurusan
dokumen kelahiran, kematian, izin mendirikan
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bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah.
Instansi nonpemerintah juga memberikan pelayanan
administratif seperti perbankan, asuransi, kesehatan,
keamanan, dan pengelolaan kawasan industri serta
kegiatan sosial.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2
Tentang Administrasi  Kependudukan menjelaskan
bahwa setiap pendudu hak memperoleh:

a. Dokumen Kepe

b.

C.

d.

e. i [ ndaftaran
Pencatatan Sipi

f. n pemulihan nam kesalahan

ftaran Penduduk
hgunaan Data Pri
asi Kependud efinisikan
n penataan da n dalam
men dan data ke . Kegiatan

atan Sipil

Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian
hukum atas dokumen Penduduk.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang
Administrasi
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b. Memberikan  perlindungan status hak sipil
Penduduk.

c. Menyediakan data dan informasi kependudukan
secara nasional.

d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan
secara nasional dan terpadu.

e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan
dasar bagi  sekt terkait dalam kegiatan
pemerintahan, p n, dan kemasyarakatan.

alah dokumen resmi

ependudukan a untuk
administrasi ba i
as legalitas.

jiwa dapat te
anak remaja, de
tidak memandan

kalangan
un lansia.
kelamin,

gangguan Usia dewasa
merupakan pada masa nya
mereka harus mampu secara mandiri menghidupi
dirinya sendiri. Hal ini juga memungkinkan orang
dewasa mempunyai masalah yang lebih kompleks dan
beresiko mengalami gangguan jiwa.

Gangguan mental adalah pola psikologis atau
perilaku yang pada umumnya terkait dengan setres atau
kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian
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dari perkembangan normal tersebut. Gangguan tersebut
didefinisikan sebagai kombinasi efektyif, perilaku,
komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan
dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau system
saraf yang menjalankan fungsi social manusia.
Penemuan dan pengetahuan tentang kondisi Kesehatan
mental telah berubah sepanjang perubahan waktu dan
perubahan budaya, saat ini masih terdapat
enilaian dan klarifikasi,
dar telah digunakan

tic, fisis, atau ki i guan jiwa
al dengan Skizof un masih
mbahas tentang
satu dari beberap
Hukum
onteks ini,

an dan sikap
berlaku, yang
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan,
sosialisasi hukum, dan pengalaman pribadi masyarakat
terhadap hukum. Tingginya kesadaran hukum akan

12 Ertj ikhtiarni Dewi, "Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan
Kebutuhan Perawatan DiribPada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan
Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember,"” Jurnal Pustaka
Kesehatan Vol 1V, No 1 (2020): 79-102.
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mendorong kepatuhan terhadap hukum, sedangkan
rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan
pelanggaran hukum.*® Oleh karena itu, kedua teori ini
saling melengkapi; sistem hukum yang efektif menurut
Friedman harus didukung oleh kesadaran hukum yang
tinggi menurut Soekanto agar hukum  dapat
diimplementasikan dengan baik dan mencapai
tujuannya dalam masy;

G. Metode Penelitian
Penelitian angkat pengetahuan

i logis menegenai
tertentu yang
il dengan
atas suatu
cara atau
mperoleh
ik dalam

h untuk menentu
ukan. dalam me
a mencari jawaba

elitian yang dig
idis _empiris,
idealitas d

lah jenis
nganalisa

lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuanuntuk
memberikan gambaran terkait Hak Administrasi
kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.

13 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

4 Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum” (Tangerang: UNPAM
Perss, 2018), 61.
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2. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Kalirejo
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sebagai basis
utama terhadap tempat pencarian sumber data. Adapun
pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian
dikarenakan setelah diamati objek kajian penelitian
yang akan dikaji oleh penulis yaitu Hak Administrasi
kependudukan bagi g dengan ganguan jiwa
dikarenakan masih dengan ganguan jiwa
erti KTP di wilayah

ndudukan
di tempat
leh hasil

ini, p ggunakan
penelitian , karena
tatif adalah pene berusaha
fenomena

Kegunaan data vyaitu untuk mendapatkan
gambaran terkait sesuatu kondisi atau permasalahan,
dan untuk membantu dalam penyelesaian masalah.
Dalam penelitian ini data dan sumber data yang

% Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum™ (Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.
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digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder,
Adapun sumber data didapatkan Melalui:
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang
diperlukan dalam menjawab peranyaan rumusan
masalah penelitian yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian
atau keseluruhan da sil penelitian yang diperoleh
Data primer dalam

perilaku
ipercaya.

sekunder dan
tersier’’ didapatkan dari
undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang
administrasi, undang-undang nomor 24 tahun 2013
tentang administrasi kependudukan dan Peraturan

18 Sifudin Azwar, “Metode Penelitian” (Yokyakarta: PT Pustaka
Pelajar, 1998), 90.

7 Mahi M. Hikmat, “Metode Penelitian” (Yogyakarta: Graha
llmu, 2011), 72.
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Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019
tentang pendataan dan penerbitan dokumen
kependudukan bagi penduduk rentan administrasi
kependudukan, dan peraturan lain yang terkait, teori
magashid  syariah. Bahan hukum  sekunder
didapatkan dari buku, kajian pustaka, jurnal ilmiah,
dan referensi-referensi  hukum yang relevan
dengan penelitian. Sg@iangkan bahan tersier meluputi
informasi yang m internet yang tidak

kan seseorang
rmasi. yang . ingi n dalam
yaan-kepada ses dianggap

suatu informasi penting.
informasi untuk
asi masalah yan ahas dan

ntuk ‘mepelajari

. Kegiatan ini
lirejo, Staf Desa
Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan,
serta dengan perwakilan keluarga yang memiliki
anggota dengan gangguan jiwa di desa tersebut.

'8 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”
(Bandung: Alfabeta, 2015), 231
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b. Observasi, merupakan metode salah satu macam
dalam pengumpulan data. Data yang telah
dikumpulkan dilapangan secara langsung disebut
dengan observasi. Dengan mendokumentasikn
secara cermat gejala-gejala yang diteliti, Teknik
observasi digunakan untuk mengumpulkan data.'®
Dalam metode pengamatan ini, peneliti dapat
memantau dan me ati subjek serta objek yang
diteliti secara | ehingga memungkinkan

g sulit didapatkan

ulan data
asi hasil

guna. dan: membe i asi yang
al ini'dapat-dilak merekam

g telah terjadi, an bahan
- 20

diperoleh litatif deskriptif

1 Rukin, “Metode Penelitiam Kualitati®” ( Sulawesi Selatan:
Ahmar Cendikia Indonesia , 2019), 45.

20 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”
(Bandung: Alfabeta, 2015), 240

! Muslan Abdurrahman, “sosiologi Metode penelitian hukum”,
(Malang: Umm Press, 2009),121
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yaitu dengan menggali, Menyusun secara sistematis
data yang sudah kumpul selanjutnya
mendeskripsikan/menampilkannya dalam bentuk uraian
kalimat, sehingga menghasilkan gambaran mengenai
hasil penelitian, dan dapat membuat hasil Kesimpulan

yang mudah dimengerti dan dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikangambaran secara keseluruhan
mengenai isi dan hasi yang diwujudkan dalam
iadakan penyusunan

luan yang me Belakang

h, 'Rumusan Tujuan
ian,” Kegunaan Penelitian
Relevan, ~Meto jlan, dan

tika Penulisan.
n Teoretis Menje enai Hak
istrasi Kependudu i
dengan Gangguan

BAB Il

BAB IlI ntang keadaan
pemerintah Desa Kalirejo, tanggung jawab
pemerintah desa dalam memenuhi hak
administrasi kependudukan bagi orang dengan
gangguan jiwa, serta kebijakan pemerintah
desa terkait kependudukan dan pelayanan bagi
ODG.J.



BAB IV

BAB V

20

Membahas inti dari pembahasan dan hasil
penelitian. Penulis akan secara sistematis
membahas Pemenuhan Hak Administrasi
Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan
Jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun,
Kabupaten Pekalongan

Penutup, yaitu menjabarkan simpulan dari
hasil peneliti an saran untuk Pemenuhan

di Desa Kalirejo,
ten Pekalongan.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan
hak administrasi kependudukan bagi orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Kalirejo, Kecamatan
Talun, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa
terdapat beberapa fakt yang menyebabkan hak-
hak ini tidak terpen lasan paling mendasar

a mereka adalah

Tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan
bagi ODGJ di Desa Kalirejo berdampak signifikan,
terutama dalam menghalangi akses mereka terhadap
layanan kesehatan dan bantuan sosial seperti BPJS dan
PKH. Hal ini menambah beban ekonomi keluarga ODGJ
yang tidak dapat memperoleh dukungan yang seharusnya

21



mereka terima. Selain itu, ketiadaan dokumen
kependudukan menyebabkan data desa terkait ODGJ
menjadi tidak akurat, sehingga menyulitkan pemerintah
desa dalam merancang kebijakan yang sesuai untuk
kesejahteraan dan kesehatan mereka.

. Saran

Berdasarkan temuan, tersebut, disarankan kepada
pemerintah desa agar le ktif dalam mendata ODGJ
di wilayahnya d hak administrasi
kependudukan i erintah desa perlu
i i seperti Dinas
apil), untuk
uktur dan
terlayani

itu, . pem
adaran masyarak
tingnya dokume kan bagi
kalangan kelua maupun
n melalui
mengenai

ODGJ dan nuhan hak-hak
mereka. Penting bagl masyarakat untuk berperan dalam
menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana ODGJ
diperlakukan setara dan dihargai sebagai bagian dari
komunitas. Untuk keluarga ODGJ, diharapkan lebih
menyadari pentingnya melaporkan anggota keluarga
mereka ke pemerintah desa agar dapat terdata dan
mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Di sisi lain,



perangkat desa perlu diberikan pelatihan khusus agar
mampu menangani pelayanan administrasi kependudukan
bagi ODGJ secara lebih efektif dan profesional. Dengan
demikian, pemenuhan hak administrasi kependudukan
bagi ODGJ dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh,
sehingga kelompok rentan ini dapat merasakan hak-hak
yang sama seperti warga lainnya.

~\vf
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